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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan daerah sebagai bagian yang integral dari pembangunan 

nasional dilaksanakan berdasakan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber 

daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi, dan 

kinerja daerah untuk kesejahteran masyarakat menuju masyarakat madani. Karena 

pembangunan daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional sehingga 

arah, tujuan dan sasaran yang akan dicapai sejalan dengan arah dan tujuan yang 

telah ditetapkan dalam GBHN yakni di dalamnya memberi penjelasan bahwa 

untuk menjamin keserasian dan keterpaduan pembangunan nasional perlu 

diusahakan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional 

(Arsyad, 1999: 359). 

Perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Peacock 

dan Wiseman mengatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan 

pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah 

dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga 

semakin meningkat (Mangkoesoebroto, 2001: 123).  

Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan. Pengeluaran pembangunan yang dilakukan pemerintah seperti 

pengeluaran pada sektor pertanian, kesehatan, pembangunan daerah dan lain-lain. 

Pengeluaran pembangunan yang dilakukan pemerintah terutama dibiayai dari 
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penerimaan daerah. Semakin besar jumlah pajak yang diterima pemerintah akan 

semakin meningkatkan pendapatan yang diterima pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. Sebaliknya dengan menurunnya penerimaan pajak, akan 

mengakibatkan berkurangnya pendapatan pemerintah, sehingga pemerintah akan 

mengeluarkan lebih banyak pengeluaran dengan menggunakan sumber-sumber 

penerimaan negara yang lain untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah 

(Sutrisno, 1993).  

Untuk menyelenggarakan ekonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab, diperlukan kewenangan, dan kemampuan menggali sumber 

keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan 

prasyarat dalam Pemerintahan Daerah. Langkah yang harus ditempuh pemerintah 

adalah dengan mengefektifkan dan mengefisienkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Arsyad, 1999). 

Sumber pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal 

dari sumber ekonomi daerah dan dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah dari 

perolehan pajak. Pungutan pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan 

tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan 

kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat 

ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesoebroto, 2001: 181).  

Perkembangan pengeluaran pembangunan setiap tahunnya mengalami 

perubahan. Hal ini disebabkan karena tidak setiap tahun selalu melakukan proses 



3 

pembangunan daerah, berbeda dengan pengeluaran rutin yang sifatnya rutin dan 

selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  

Dana Pembangunan Nasional dari Angaran Pembangunan dan Belanja 

Negara (APBN) yang dialokasikan ke Propinsi Jawa Tengah, untuk pembangunan 

20 sektor/ kegiatan tahun 2001 tercatat sebesar 497,61 milyar rupiah, turun sekitar 

57 persen dengan tahun sebelumnya, namun dana yang digali dari daerah naik 

sebesar 389,83 milyar rupiah, naik 20,91 persen. 

Pada tahun 2002 dana APBN yang diterima daerah Jawa Tengah untuk 

pembangunan 20 sektor/ kegiatan tercatat sebesar 1,98 triliun rupiah, naik 4 kali 

lipat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring dengan kondisi tersebut dana 

yang digali dari pemerintah daerah terhimpun sekitar 870,28 miliar rupiah, naik 2 

kali lipat dari tahun 2001.  

Pada tahun 2003 dana APBN yang diterima daerah Jawa Tengah tercatat 

sebesar 2,27 triliun rupiah, naik 4,69 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya, 

realisasi pendapatan asli daerah pada 2003 terhimpun 19,37 persen dibandingkan 

dengan tahun 2002.  

Selama periode tahun 2001 sampai tahun 2003 realisasi penerimaan daerah 

kabupaten/ kota dibanding pengeluarannya menunjukkan sisi positif. Untuk 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah sebagai salah satu sumber 

pembiayaan pembangunan daerah, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun 

(BPS). 

Pajak merupakan sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah, yaitu pengelauran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sumbangan 
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penerimaan perpajakan terhadap penerimaan daerah diharapkan meningkat dari 

tahun ke tahun, sehingga dapat mendukung tercapainya Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang berimbang.  

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis antara 

pengeluaran pembangunan dan penerimaan pajak di Jawa Tengah. Oleh karena itu 

penulis mengambil judul “ANALISIS KAUSALITAS ANTARA 

PENGELUARAN PEMBANGUNAN DENGAN PENERIMAAN PAJAK DI 

JAWA TENGAH TAHUN 1979-2004.” 

 

B. Perumusan Masalah  

Meningkatnya pemungutan pajak disebabkan di antaranya adalah 

perkembangan ekonomi dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan 

pengeluaran pemerintah untuk tujuan pembangunan juga meningkat. Oleh karena 

itu pemerintah harus berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor 

perpajakan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dalam 

penelitian ini dirumuskan masalah yaitu “Bagaimanakah pola kausalitas antara 

pengeluaran pembangunan dengan penerimaan pajak di Jawa Tengah.” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kausalitas 

antara pengeluaran pembangunan dan penerimaan pajak di Jawa Tengah.  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Membuka wawasan bagi penulis tentang penelitian yang bersifat ilmiah pada 

umumnya dan tentang pajak dan pengaruhnya terhadap pembangunan daerah 

khususnya di Jawa Tengah. 

2. Bagi disiplin ilmu untuk mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan 

pajak dan pengeluasan pembangunan. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.  

4. Penyusunan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pembanding 

bagi penelitian sejenis.  

 

E. Metodologi Penelitian  

1. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data tentang pengeluaran 

pembangunan dan data tentang penerimaan pajak. Adapun data yang 

digunakan adalah data sekunder, yaitu data berasal dari bacaan pustaka, dan 

data-data keuangan dari Biro Pusat Statistik, dan data-data lain yang relevan.  

2. Analisis Data  

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Uji 

Kausalitas Granger, yang digunakan untuk menguji arah hubungan antara dua 

variabel secara empiris. Dalam hal ini variabel yang digunakan adalah 

pengeluaran pembangunan dengan penerimaan pajak.  

Uji Kausalitas Granger pada penelitian ini diformulasikan dengan 

persamaan regresi sebagai berikut : 
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Dimana: 

GEt =  Pengeluaran pembangunan  

TAXt =  Penerimaan pajak  

m =  Jumlah lag 

Ut1, Ut2 =  Variabel pengganggu 

α,β,λ,δ =  Koefisien variabel 

 

Hasil regresi model ini akan menghasilkan empat kemungkinan  

mengenai nilai koefisien-koefisien regresi masing-masing. 
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maka terdapat kuasalitas satu arah 

dari variabel pengeluaran pem-

bangunan ke variabel penerimaan 

pajak. 
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maka terdapat kuasalitas satu arah 

dari variabel penerimaan pajak ke 

variabel pengeluran pembangunan.  
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maka tidak terdapat kuasalitas antara 

variabel pengeluaran pembangunan 

dan variabel penerimaan pajak.  
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maka terdapat kuasalitas antara 

variabel pengeluaran pembangunan 

dan variabel penerimaan pajak.  

 

F. Sistematika Penelitian 

Untuk mengetahui secara singkat isi dari penulisan skripsi ini, penulis 

membagi dalam 5 bab, yang masing-masing akan menguraikan hal-hal sebagai 

berikut :  

BAB  I  : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penelitian.  

BAB  II  : LANDASAN TEORI  

  Dalam bab ini berisi tentang pengertian penerimaan pajak, teori 

tentang pajak, macam-macam pajak serta pengertian mengenai 

pengeluaran pembangunan, studi empiris dan hipotesis        

penelitian.  

BAB  III  : METODOLOGI PENELITIAN  

  Dalam bab ini berisi tentang difinisi variabel, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data.  
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BAB  IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, hasil 

analisis dan pembahasan.  

BAB  V  : PENUTUP  

  Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran.  

 


